WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG i

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR
27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3]
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik dan dalam
rangka penyempurnaan Peraturan Walikota Batam
Nomor 27 Tahun 2017, maka perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walilkcota Batam Nomor 27 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pengelolaan Dan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1999
MNomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nemor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan HKabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4880];

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun



Menetapkan :

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM.

PASAL I

Ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Walikota Batam
Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi
Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor
534) diubah sebagai berikut :

“Pasal 42

(1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID
Utama berdasarkan Pengujian Konsekuensi
secara seksama dan penuh ketelitian.

(2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh PPID atas persetujuan Walikota.



(3) penetapan Klasifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;
b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;

c. OPD/BUMD, termasuk unit kerja pejabat
yang menetapkan; .

d. jangka waktu pengecualian;

i

alasan pengecualian; dan

L)

tempat dan tanggal penetapan.

Pasal II”

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada-tanggal 2& 48%%¢ 2017

“WALIKOTA BATAM,

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 AswunL2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 535!



